




Pengendalian internal yang tidak berpengaruh signifikan terhadap 
jumlah kasus korupsi menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang 
menerapkan pengendalian internal belum tentu memiliki kasus korupsi yang 
lebih sedikit. Hal ini mengindikasikan peranan pengendalian internal yang ada
belum cukup mampu memberikan kepastian bahwa sistem operasional 
pemerintah daerah yang berlaku tidak memberikan peluang terjadinya kasus 
korupsi.
Audit internal yang tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah 
kasus korupsi menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang menerapkan audit
internal belum tentu memiliki kasus korupsi yang lebih sedikit. Hal ini 
mengindikasikan audit internal belum mampu mengevaluasi proses 
pemerintahan sehingga masih terdapat kelemahan yang menjadi peluang 
terjadinya kasus korupsi. Selanjutnya, audit internal membutuhkan tindak 
lanjut audit yang memastikan hasil audit internal tersebut diaplikasikan oleh 
pemerintah daerah. Audit internal yang tidak berpengaruh terhadap jumlah 
kasus korupsi juga dapat disebabkan oleh hasil audit internal yang tidak 
ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah. 
Ukuran pemerintah daerah yang terbukti berpengaruh terhadap 
jumlah kasus korupsi menunjukkan bahwa pemerintah daerah dengan ukuran 
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lebih besar dapat dikatakan memiliki kasus korupsi yang lebih banyak. Hal ini
dapat disebabkan ukuran pemerintah menyediakan peluang terjadinya kasus 
korupsi yang lebih luas dalam bentuk keuntungan finansial hasil korupsi 
maupun kompleksitas instansi yang biasanya terdapat pada pemerintah 
berukuran besar. 
B. Implikasi Penelitian
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengendalian internal dan audit
internal tidak berpengaruh terhadap jumlah kasus korupsi. Hal ini 
menjelaskan bahwa penerapan pengendalian internal dan audit internal perlu 
ditingkatkan lagi agar mampu memberikan dampak terhadap jumlah kasus 
korupsi di pemerintah daerah, sesuai dengan tujuan penerapannya. 
Sebaliknya, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap jumlah 
kasus korupsi. Hasil tersebut menunjukkan bahwa peluang terjadinya korupsi 
yang lebih tinggi pada pemerintah daerah berukuran besar, sehingga lebih 
memerlukan tindakan preventif dibandingkan pemerintah daerah berukuran 
kecil.
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rekomendasi bagi 
pemerintah daerah dan auditor internal sebagai bahan kebijakan terkait 
tindakan preventif kasus korupsi. Salah satu kebijakan yang dapat dilakukan 
adalah dengan mengevaluasi pengendalian internal sesuai dengan modus 
operandi kasus korupsi yang terjadi di pemerintah daerah tersebut, sehingga 
peningkatan pengendalian internal yang dilakukan dapat mencakup 
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pembatasan terjadinya modus operandi serupa. Selain itu, auditor internal 
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dapat melakukan audit berbasis risiko, di mana berdasarkan hasil penelitian 
ini, risiko korupsi terutama terdapat pada pemerintah daerah berukuran besar.
C. Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam periode penelitian, yang 
terbatas pada tahun 2010— 2014. Hal tersebut disebabkan saat penulisan 
penelitian menggunakan data jumlah kasus korupsi pemerintah daerah yang 
tersedia, yaitu atas kasus korupsi pemerintah daerah tahun 2014. Selanjutnya, 
sumber data jumlah kasus korupsi dalam penelitian ini terbatas pada satu dari 
tiga instansi yang melakukan pemeriksaan atas kasus korupsi. Hal tersebut 
disebabkan oleh ketiadaan rekapitulasi data jumlah kasus korupsi per tingkat 
pemerintah daerah pada dua instansi lain yang menindak kasus korupsi 
pemerintah daerah.
D. Saran Penelitian
Penelitian ini masih memiliki berbagai kekurangan. Agar dapat 
mencakup periode yang terkini, penelitian selanjutnya diharapkan dapat 
memperoleh rekapitulasi data jumlah kasus korupsi pada akhir tahun terkait. 
Selanjutnya, penelitian berikutnya juga disarankan memperoleh alternatif 
sumber data jumlah kasus korupsi per pemerintah daerah. Dengan demikian, 
diharapkan hasil penelitian selanjutnya dapat menggambarkan kondisi kasus 
korupsi di pemerintah daerah yang paling lengkap dan mutakhir.
